
BABI 

PENDAllULUAN 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diarur Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19-15 dalam Pasal I aya1 (3) mempun)ai 

konsckuensi bahwa semua kegialan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan 

pada hukum. Sejalan kelentuan tcr..cbul. maka salah saiu prinsip pentlng negara 

hukum adalah adanya jaminan terhadap penyelengaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka. bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. unruk mcnyelenggarakan 

peradilan guna mcnegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditcgaskan pula dalam 

Undang-Undang RI Nomor 4S Tahun 2009 tentang Kckuasaan Kehakiman, Pasal 

I ayat l yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 

yang mcrdcka untuk menyelenggarakan peradilan guna mcnegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Paneasila dan l ndang-Undang Dasar Negara Republik 

lndone�ia Tahun 19-15. dem i tcrselenggaranya Negara llukum Republik 
• 

Indonesia. 

Pcngadilan sebaga i pclaksana kckuasaan kchal..iman adalah salah saiu 

unsur peming dalam sebuah negar.i )ang berdasarkan hukum Dimana pcngadilan 

sebaga1 pelaksana pemenuhan Hak Asas1 Manusia sebagai salah saru tujuao dalam 

pembcntukan hukum negara  )ang tcrtuang dalam UlJD 1945 oleh l..arenan)a. 

hakim sebagai salah salU unsur pcngadilan. mcnjadi sangat pcnting perannya 

mengingat scgala kcwcnangan yang dimilikinya. 

Dalam konsideran Undang-l ndang No. 48 Tahun 2009 Lentang 

Kckua<:aan Kehakiman. disebu1kan bah"a Kckuasaan Kehakiman menurut LUD 
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1945 rnerupakan kekuasaa11 yang rncrdeka yang dilakukan oleh sebuah 

Mabkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalarn 

lingkungan peradilan urnum. lingkungan peradilan agarna, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tala usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. untuk menyelenggarakan peradilan guna rnenegakkan hukum dan 

keadilan. Hal tersebut berarti kebebasan hakim merupakan asas ulama pcradilan. 

Hal tersebut diinterpretasikan oleh Sudikno1, bahwa hakim bebas untuk dan dalan1 

mengadili, mcmcriksa serta mengadili bcbas untuk mcnilai pembuktian, bebas 

dalam menemukan hukumnya. bebas dalam mengambil keputusan serta bcbas dari 

carnpur tangan pihak ekstra yudisial. 

Seoraog hakim melalui putusannya dapat mengubah, mengalihkan atau 

bahkan mencabut hak dan kebcbasan warga negara. yang seluruh11ya dilakukan 

dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kebebasan 

dalam menetapkan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.2 Dalam 

menjatuhkan putu�n hakim harus mcnctapkan hukuman dalam arti membcrikan 

reaksi mcmadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana 

tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk, misalnya mertjatuhkan pidana sangat 

tinggi yang tidak sebanding. lni juga tidak akan scjalan dengan sistem perundang-

undangan kita yang menetapkan pidana maksirnwn tertentu bagi tiap delik serta 

juga dengan asas bahwa pemidanaan mengandaikan adanya kesalahan. Disini 

nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik 

�ang dilakukan. Scjalan dengan itu. runrutan perundang-undangan yang 

'. Suui�u Mcrtokusumo. KapitaS..lekta I/mu Jlulwm. Libert). Yogyakana. 2011. hal.21, 
• Jan Remmclink. /fukum Pid<ma tT Gramedia Pustakll Umum, Jakllr1a. 2003. hal.560. 
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